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ABSTRAK  
 
Nugroho, Akhmad Rais Sidiq Jati. Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Harta 
Bersama Tanpa Seizin Pihak Lain  (Studi Putusan Nomor 6.Pdt.G/2018/PN.Bbs). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti 
Tegal. 2019. 
Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan 
diluar hadiah atau warisan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 
36, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, yaitu harta 
yang berada di bawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak 
suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual harus 
mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan tinjauan hukum 
terhadap jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain pada putusan nomor 
6/Pdt.G/2018/PN/Bbs, 2) mengkaji akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin 
pihak lain pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs. Penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian normatif. 
Sumber data yaitu berasal dari data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 
secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan 1) Hukum jual beli harta bersama diatur dalam 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka salah 
satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan 
pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut, 
karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Dengan 
demikian jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain adalah tidak sah atau batal demi 
hukum. 2) Akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain pada putusan 
nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs, yaitu perbuatan sebagai penjual dan notaris/PPAT selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah telah kurang teliti dan kurang hati-hati dalam membuat 
akta peralihan hak atas objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum sehingga 
akta jual beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017, batal demi hukum. Akibat 
lebih lanjut dari jual beli tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat 
II seluas ± 162 m² yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT.01 RW.10 
Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tidak mempunyai 
kekuatan hukum dan atau semua produk yang timbul bersumber dari dasar jual beli yang 
tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
 
Kata Kunci: Jual Beli, Harta Bersama, dan Tanpa Izin. 
 
 
  
ix 
ABSTRACT 
 
Nugroho, Akhmad Rais Sidiq Jati. Civil Law Against Buying and Selling Assets 
Together Without the Permission of Other Parties (Study of Decision Number 
6.Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, 
Tegal Pancasakti University. 2019. 
Joint assets represent assets obtained during a marriage other than gifts or 
inheritance. Under the Marriage Law Article 35 and Article 36, assets obtained during 
marriage become joint property, that is, property that is under joint husband and wife 
control, so that if a husband and wife wants to take legal action on his property, such as 
selling, it must get approval from the other party. 
The purpose of this study is to: 1) describe the legal review of the sale and 
purchase of shared assets without the permission of other parties in decision number 
6/Pdt.G/2018/PN.Bbs, 2) examine the legal consequences of the sale and purchase of 
shared assets without the permission of other parties on decision number 
6/Pdt.G/2018/PN.Bbs. This research is a library research with a normative research 
approach. The data source is derived from secondary data with the method of collecting 
literature and document study data. Data analysis in this study was carried out in a 
normative qualitative manner. 
The results of the study concluded: 1) The law of buying and selling shared 
assets is regulated in Article 36 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning 
Marriage, then one of the parties, both husband or wife, cannot exclude or leave the 
other party to carry out legal actions related to the property, because their position is 
balanced, namely as the owner of the joint property. Thus buying and selling shared 
assets without the permission of other parties is invalid or null and void by law. 2) As a 
result of the legal sale and purchase of joint assets without the permission of other 
parties in the decision number 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs, namely the act as a seller and 
notary/PPAT as the Acting Officer for Land Deed has been less careful and less careful 
in making deed of transfer of rights to the object of the case is an act against the law so 
that the deed of sale and purchase number 982/2017 dated December 21, 2017, is null 
and void. A further consequence of the sale and purchase of the Certificate of Ownership 
Number 02833 on behalf of Defendant II is ± 162 m² located on Jalan Prof. Moh. Yamin 
No. 50 RT.01 RW.10 Pasar Batang Sub-District, Brebes Sub-District, Brebes Regency 
has no legal power and or all products arising from sources of illegal sale and purchase 
of the disputed object are declared to have no legal power. 
 
Keywords: Buying and Selling, Shared Assets, and Without Permission. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dilakukan tidak cukup hanya 
dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi hal tersebut harus 
ada kedua-duanya. Adanya jalinan ikatan lahir dan ikatan batin merupakan pondasi 
yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 
Menurut Hadikusuma perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan 
yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. 
Masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, 
dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan 
terbuka.1 
Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut 
perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti 
perkawinan sama dengan perikatan.2 
Namun dalam kenyataannya, terkadang keluarga atau rumah tangga yang 
dibentuk oleh ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dengan berbagai sebab 
dan alasan. Keretakan keluarga/rumah tangga sangat beragam dan muncul 
                                                  
1 Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1. 
2 Ibid. 
 2 
terkadang tidak diperkirakan sejak awal. Pada awalnya masing-masing pihak 
beranggapan bahwa calon pasangan mereka adalah orang yang tepat mendampingi 
perjalanan hidupnya. Namun perkembangan tidak selamanya berjalan seperti yang 
diharapkan. Problematika yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga menjadi hal 
yang luar biasa ketika tidak ditemukan penyelesaiannya. Hingga klimaknya 
berujung pada perceraian atau perpisahan. 
Perceraian, salah satu sengketa rumah tangga yang terburuk yang mungkin 
terjadi bagi siapa saja, perlu mendapat antisipasi dan pembelajaran sebelumnya agar 
para pasangan suami-istri merasa siap dalam menghadapi konflik-konflik yang 
mungkin terjadi di kemudian hari, termasuk masalah pembagian harta bersama 
ketika terjadi perceraian. Salah satu implikasi dari perceraian adalah harta bersama 
menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak setelah perceraian. Harta 
bersama seringkali menjadi persoalan pelik yang tidak tuntas oleh para pihak 
melalui kesepakatan semata.  
Harta bersama dalam hukum Islam tidak dijelaskan, karena didunia Arab 
yang umumnya dijadikan patokan fiqh tidak menjelaskan tentang harta bersama 
pasca putusnya perkawinan. Namun kembali lagi jika kita melihat harta bersama 
merupakan harta yang diperoleh dari kedua belah pihak yang saling bekerjasama 
dalam bentuk Syirkah3 yang mana lebih diqiyas4kan dengan syirkah abdan 
                                                  
3 Syirkah abdan mufawwadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap 
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Setiap pihak 
membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Oleh karena itu, syarat utama dari bentuk musyarakah 
ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh 
masingmasing pihak. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 
hlm. 154. 
4 qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Qur’an 
dan Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan 
 3 
mufawwadhah yang berarti perkongsian bertenaga dan tak terbatas dan yang mereka 
hasilkan dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian 
khusus kepada salah satu suami atau istri. Meskipun harta bersama  
tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaannya diterima oleh 
sebagian besar ulama‟ Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa 
masyarakat Indonesia antara suami istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal 
ekonomi. 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 
85 menyebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam Pasal 86 
KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu 
juga sebaliknya. Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta 
bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.5 Dari kenyataan 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam 
perkawinan adalah harta bersama suami istri dan harta pribadi masing-masing suami 
istri. 
Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam 
hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi 
nafkah kepada wanita dan keluarganya. Akan tetapi karena menurut agama Islam 
dengan perkawinan menjadilah sang istri syarikat al-rajuli fi al-hayati (kongsi 
                                                  
’Illat hukum antara keduanya. Suparman Usman, Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 
61. 
5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 
hlm.146. 
 4 
sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup). Maka antara suami istri 
terjadilah syirkah almufawwadlah atau perkongsian tak terbatas. Jika selama 
perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta syirkah yaitu harta 
bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Oleh karena masalah 
pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka 
untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam 
perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih.6 
Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan 
diluar hadiah atau warisan.7 Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dan 
Pasal 36, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, 
yaitu harta yang berada di bawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika 
salah satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, 
seperti menjual harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 
Ketentuan Pasal 36 tersebut tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang 
dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. 
Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan 
ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan 
hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya 
telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta. Salah satu contohnya 
pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
                                                  
6  Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-1, PT Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 111. 
7 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 
hlm. 161. 
 5 
Pada kasus Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs antara Pengugat dan Tergugat I 
semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungan perkawinan 
pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam 
Kutipan Akta Nikah No. 232/52/V/2006. Selama dalam perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat I menghasilkan harta bersama, yang salah satunya adalah 
Sebidang Tanah Pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02833 atas 
nama Imam Safi’i Bin H. Mohamad Drajat (Tergugat I) seluas ± 162m² yang 
terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 01 RW. 10 Kelurahan Pasar Batang 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berdasarkan Akte Jual Beli No. 468/2008 
tertanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H, Surat 
Ukur 15 Januari 2009 No. 007/Pasar Batang/2009. 
Pada bulan Agustus tahun 2009 di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan 
Tergugat I dibangun bangunan permanen rumah toko 2 lantai yang digunakan untuk 
tempat tinggal dan berdagang toko kelontong (obyek sengketa). Perkawinan 
Penggugat dan Tergugat I tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan 
putusan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara No.3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs 
tertanggal 26 Oktober 2017 dengan Akta Cerai Nomor: 3992/AC/2017/PA.Bbs 
tertanggal 15 November 2017. Tanah obyek sengketa tersebut belum pernah 
dilakukan pembagian harta bersama dan selama ini dikuasai oleh Tergugat I. 
Penggugat selama ini berusaha agar masalah pembagian harta bersamadapat 
diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah 
menanggapi dengan baik dan dengan serius. Diketahui oleh Penggugat ternyata 
obyek sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II yang dilakukan di 
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hadapan Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2017 tertanggal 21 
Desember 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan dan seijin Penggugat. Selanjutnya 
Tergugat II melakukan perbuatan hukum membaliknamakan Sertifikat Hak Milik 
Nomor: 02833 menjadi atas nama Tergugat II kepada Tergugat IV dan terhadap 
obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II. 
Pelaksanaan pengikatan jual beli harta bersama menjadi menarik untuk 
dikaji lebih lanjut mengingat perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum 
yang mendahului proses peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari 
perikatan, perjanjian pengikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari 
para pihak yang membuatnya sehingga perlu adanya persetujuan dari pihak-pihak 
yang terikat dengan objek jual beli.  
Berdasarkan uraian di atas, jika prosedur peralihan hak atas tanah yang 
menjadi harta bersama tersebut dilanggar, dalam arti baik pihak suami ataupun atas 
kelalaian pihak PPAT mengesampingkan persetujuan istri atau pihak lain yang 
terkait dengan harta bersama tersebut. Bila hal ini terjadi, maka proses jual beli 
tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum 
tersebut batal demi hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan mengambil judul ”Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Harta Bersama Tanpa 
Seizin Pihak Lain (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah-masalah sebagai berikut: 
 7 
1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap jual beli harta bersama tanpa seizin pihak 
lain pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs?  
2. Bagaimana akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain pada 
putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs?  
C. Tujuan Penelitian  
Sebuah penelitian sudah pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap jual beli harta bersama tanpa 
seizin pihak lain pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs. 
2. Untuk mengkaji akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain 
pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkarya pengetahuan, 
terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli harta bersama 
serta dapat dijadikan referensi atau pembanding penelitian sejenis terkait dengan 
jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain. 
2. Manfaat Praktis. Menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi 
Pengadilan Negeri Brebes pada masa yang akan datang dalam menyelesaikan 
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masalah pembatalan perjanjian jual beli. Penelitian ini juga memberi 
pemahaman kepada masyarakat agar teliti dan berhati-hati sebelum 
melakukan perjanjian jual beli agar tidak terjadi sengketa harta bersama dari 
pihak penjual.  
E. Tinjauan Pustaka  
Evi Djuniarti (2017) Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif 
Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum DE 
JURE, ISSN 1410-5632, Vol. 17, No. 4, Desember 2017. Mengingat begitu 
pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini 
ingin mengerahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-
pundang perkawinan dan KUH Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian 
yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya.  
Penelitian ini menemukan bahwa. Menurut ketentuan undang-undang 
perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah 
harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedang kan mneueut 
KUH Perdata berdasarkan Asas maritale macht, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan 
ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus (beheren) 
sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan 
menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu 
harta benda punyak hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa 
digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum 
 9 
perkawinan dapat digunakan bersama utnuk kepentingan bersama dalam rumah 
tangga. 
Ahmad Jamal Sebayang, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan 
Harta Bersama Dalam Perkawinan. JURNAL HUKUM KAIDAH, Media 
Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 17, No. 3, ISSN Online: 
2613-9340, ISSN Offline: 1412-1255. Segala bentuk peralihan hak atas harta 
bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami-istri. 
Keadaan di atas melahirkan permasalahan, bagaimana ketentuan hukum terhadap 
pengalihan harta bersama dalam perkawinan menurut undang-undang. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengalihan harta bersama menurut 
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, suami atau isteri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karenanya apabila salah satu 
pihak menghibahkan harta bersama harus dengan persetujuan/ijin dari isterinya 
terlebih dulu. Pengalihan atas harta bersama yang termasuk dalam kategori 
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dilakukan tanpa persetujuan isterinya.  
Agustina Dewi Putri, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur (2019) Peralihan 
Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala Law 
Journal, Vol. 3, No. 1, April 2019, ISSN : 2580-9059 (online), 2549-1741 (cetak). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan ketentuan 
peralihan harta bersama suami dan isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk menjelaskan akibat hukum dari 
peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari salah satu pihak. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. 
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Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai 
harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
Berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam suami atau isteri tanpa persetujuan 
pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Adanya 
ketentuan kedua pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa jika seorang suami atau 
isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta 
bersama (misalnya menjual, menghibahkan dan lain-lain), baik itu berupa barang 
bergerak atau barang tidak bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus 
didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mensyaratkan 
persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan peralihan harta bersama. Ketiadaan 
persetujuan salah satu pihak, baik suami atau isteri memberi akibat hukum bahwa 
peralihan harta bersama tersebut menjadi batal demi hukum. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan 
library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder 
dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau 
informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa putusan hakim pada nomor 
perkara 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs dan juga didukung dengan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan harta bersama dan perjanjian jual beli. 
2. Pendekatan Penelitian  
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Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
pendekatan normatif, Menurut Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, penelitian 
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 
pustaka atau data-data sekunder.8 Terkait dengan penelitian ini penulis akan 
mengkaji hal-hal yang menyangkut hukum baik formal maupun non formal untuk 
menganalisis tentang hukum perdata terhadap jual beli harta bersama tanpa seizin 
pihak lain pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs dan akibat hukumnya.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal atau dikenal juga sebagai 
penelitian hukum normatif. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak 
terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli 
hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah 
metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. 
3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang 
menunjang sumber utama berupa buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan media 
cetak yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta 
yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), dan bahan hukum sekunder 
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.9 
                                                  
8 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hal. 23. 
9 Ibid., hal. 29. 
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Adapun bahan hukum primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah 
penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kitab dan buku-buku serta 
catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah jual beli. 
 
4. Metpde Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan 
data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content 
analysis.10 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen di Pengadilan 
Negeri Brebes berupa putusan terkait masalah penelitian dan melakukan studi bahan 
pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang 
penelitian. 
5. Analisis Bahan Penelitian 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu 
dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan 
                                                  
10 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hal. 21.  
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dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.11  
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembahasan 
maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, bagian ini memuat teori-teori terkait dengan 
permasalahan penelitian, antara lain tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan 
umum tentang harta bersama, dan tinjauan umum tentang hukum perdata.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menyajikan hasil 
penelitian sekaligus pembahasanya sesuai dengan masalah yang diajukan, yaitu 
hukum perdata terhadap jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain pada putusan 
nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs dan akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin 
pihak lain pada putusan nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs. 
Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Bagian memuat simpulan dari 
hasil penelitian dan saran-saran dari penulis terkait dengan perjanjian jual beli harta 
bersama tanpa seizing pihak lain dan akibat hukumnya. 
  
                                                  
11 Ibid., hal. 255. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli  
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-
undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara 
khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam 
KUH Perdata maupun KUH Dagang. Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah 
suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam 
perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada 
pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar 
harga dan berhak menerima objek tersebut.12 
Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan kata 
dari perjanjian jual beli menjadi perjanjian dan jual beli. Pengikatan Jual Beli 
pengertiannya menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak 
pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang 
harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena 
masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga. Sedangkan menurut Herlien 
Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi 
sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.13 
                                                  
12 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
13 Budiono, Herlien, Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak. Artikel Majalah Renvoi, Edisi 
Tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004, hal. 57. 
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Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut 
pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau 
kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan 
dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 
dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Menurut 
Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual 
memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli 
sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.14 
Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan 
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban 
pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.15 Berdasarkan hal 
tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik 
yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang 
diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan 
sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli. 
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 
antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang 
menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah 
pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual 
beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli 
                                                  
14  Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2010, hal. 243. 
15 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2003, hal. 90. 
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dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai 
kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayar”. 
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain 
yang disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak 
terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah 
menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak 
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam 
perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.16 
Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun 
belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses 
penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu: 
a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan 
nyata dan kunci atas benda tersebut. 
b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan piutang atas nama 
dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta 
di bawah tangan. 
c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan 
dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan 
Hipotek.17 
                                                  
16 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 127. 
17 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
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Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak 
penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang 
keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan 
dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak 
antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Harga dan baranglah 
menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak di jual, tidak 
mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak di bayar 
dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut dianggap tidak ada. 
2. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli 
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam 
perjanjian jual beli. Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, namun secara 
umum asas perjanjian ada lima18, yaitu:  
a. Asas Kebebasan Berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.19  
                                                  
18 Ibid, hal. 9. 
19 Ibid, hal. 10. 
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Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam 
perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia 
dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan 
hukum perjanjian. 
b. Asas Konsensualisme. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa 
salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak.20 Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu 
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan 
persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. 
c. Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia 
terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung 
janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak 
sebagaimana mengikatnya undang-undang. 
d. Asas iktikad baik (Goede Trouw). Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:  
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.21  
                                                  
20 Ibid, hal. 9. 
21 Rahardjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 45. 
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e. Asas Kepribadian. Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 
1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.22 
Menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu: 1) Kebebasan 
mengadakan perjanjian, 2) Konsensualisme, 3) Kepercayaan, 4) Kekuatan 
Mengikat, 5) Persamaan Hukum, 6) Keseimbangan, 7) Kepastian Hukum, 8) Moral, 
9) Kepatutan, dan 10) Kebiasaan.23 Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual 
beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya 
perjanjian adalah: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. 
Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu 
pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh 
karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari 
suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki 
sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian 
kehendak, yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 
                                                  
22 Salim H.S., Op Cit, hal. 9-10. 
23 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hal. 108-120 
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2) Bahasa yang sempurna secara lisan. 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena 
dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa 
yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.  
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.24  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang 
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik 
maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat 
oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. 
Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
yang berwenang. 
Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata 
sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas/tidak sempurna apabila 
didasarkan: 
1) Kekhilafan (dwaling) 
2) Paksaan (geveld) 
3) Penipuan (bedrog) 
Adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah ada dan mengikat 
bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
                                                  
24 Salim H.S., Op Cit, hal. 33. 
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Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum 
adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang 
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 
2) Orang yang dibawah pengampuan 
3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, 
orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka 
berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian 
harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun 
jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa 
disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 
1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 
2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun 
rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  
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3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu 
bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.25  
Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai 
berikut:  
1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya 
dapat ditentukan jenisnya.  
2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu 
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 
3) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.26 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal. 
Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 
ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena 
berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan 
syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.  
Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 
                                                  
25 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 69. 
26 Komariah,  Hukum  Perdata, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, 2008,  hal. 
148. 
 23 
ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak 
terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak 
tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari. 
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari 
perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan 
badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat 
menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan 
syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara 
yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian 
jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:  
a. Jual beli suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli 
antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat 
itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada 
perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:  
1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau 
suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi 
apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 
2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari 
siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya 
mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang 
menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan. 
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3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi 
sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta 
perkawinan. 
b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. 
Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada 
benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka 
jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi 
dan bunga. 
c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini adalah 
membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.27  
Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, 
dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan 
adalah:  
a. Benda atau barang orang lain 
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang 
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan 
d. Kesusilaan yang baik.28 
Pasal 1457 KUH Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang 
dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak adalah barang 
atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli 
                                                  
27 Salim H.S., Op Cit, hal. 50. 
28 Ibid, hal. 51. 
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tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang 
bukan hak milik. 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak 
pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan 
Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu 
benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka 
penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-
masing barang tersebut yaitu:  
1) Penyerahan Benda Bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat 
dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan 
bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang 
nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan 
penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. 
2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 
Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan 
dengan akta notaris. 
3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata 
yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan 
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akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada 
dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang 
karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-
tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai 
dengan endosemen.29 
b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi. 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban pokok 
dari penjual yaitu sebagai berikut:  
1) Menyerahkan barang 
2) Menyerahterimakan dokumen 
3) Memindahkan Hak Milik.30 
Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 
secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United Nations 
Convention on Contract for the International Sale of Goods) telah diatur tentang 
kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 United Nations 
Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang 
kewajiban pembeli. Ada tiga kewajiban pokok pembeli yaitu: 
1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual 
2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak 
                                                  
29 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 128. 
30 Salim H.S., Op Cit, hal. 56. 
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3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.31  
Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan 
mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin 
dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan 
pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua 
belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli adalah: 
1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah 
dibuat 
2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, 
biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli 
adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak 
Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli. 
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat 
dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi 
perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu 
bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak 
sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 
pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. 
Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. 
Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu: 
                                                  
31 Ibid, hal. 56. 
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a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk 
mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. 
b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan 
dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. 
Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Mengenai Akta 
Autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Akta Pejabat (acte amtelijke). Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat 
yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa 
yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari 
orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Contohnya Akta Kelahiran. 
b. Akta Para Pihak (acte partij). Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif 
pembuatannyadari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya 
akta sewa menyewa.32 
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian 
namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan 
mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari para pihak yang 
membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat 
dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta dibawah tangan 
mengakui dan membenarkan apa yang telah ditandatanganinya. Akta di bawah 
                                                  
32 Rahardjo, Handri, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2003, hal. 10. 
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tangan merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian 
apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya sehingga agar akta 
perjanjian tersebut tidak mudah dibantah, diperlukan pelegalisasian oleh notaris, 
agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik. 
Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah 
karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu 
dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik 
selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.33 Maksudnya adalah bahwa jika 
suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah 
tangan harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan tersebut, 
Sedangkan apabila akta otentik disangkal oleh pihak lain, pemegang akta otentik 
tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak yang menyangkali yang 
harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, 
pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan 
pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.  
6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli 
Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. 
Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, 
jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda 
yang menjadi objek perjanjian.34 Risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada 
jenis barang yang diperjualbelikan35, yaitu apakah:  
                                                  
33 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 15 
34 Salim H.S., Op Cit, hal 103. 
35 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal 103. 
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a. Barang telah ditentukan  
Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam 
Pasal 1460 KUH Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian 
dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah 
barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. 
Mengenai barang seperti itu Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan bahwa risiko 
terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum 
diserahkan. 
Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli 
belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah 
dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli 
dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si 
pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi 
karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan pasal 1460 ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah 
Agung No 3 tahun 1963. Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah 
Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan 
untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai 
pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi. 
b. Barang tumpukan. Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan 
sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, 
sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada 
pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli 
karena barang-barang tersebut telah terpisah 
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c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Barang yang 
masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim 
(diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-
barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan 
atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau 
pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah 
merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut 
belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala 
risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak 
penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
B. Tinjauan tentang Harta Bersama  
1. Pengertian Harta Bersama 
Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama 
terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.36 Harta adalah barang-barang, uang 
dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharta, 
semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-
barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri 
secara bersama-sama dalam perkawinan.37 
Harta bersama merupakan harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam 
perkawinan. Definisi perkawinan sendiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik 
                                                  
36  Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 
347. 
37  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 52. 
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Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  
Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai mempunyai tujuan 
untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah 
mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat 
dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah 
dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk 
mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang 
disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.38 
Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang 
dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi 
seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup 
secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti 
penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga 
dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak 
memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat 
oleh suami istri dalam perkawinan.  
Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta 
bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama secara benar. Harta 
bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar 
                                                  
38  Wignjodipoero, Soerodjo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung 
Agung, 1995, hal. 149. 
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hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau 
sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab 
VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. 
b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1, huruf f memberikan gambaran jelas 
tentang harta bersama, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah 
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama 
dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa 
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 
Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama 
ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 
siapapun.39 Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta 
yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting 
bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup 
secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun 
harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai 
harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah 
Jawa umumnya disebut dengan harta gono-gini.40 
                                                  
39  Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, 
hal. 108-109. 
40  Tihami, H.M.A. & Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010, hal. 179. 
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Dijelaskan harta gono-gini dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta 
bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam 
masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk 
menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut hareuta 
seuhareukat, di Minangkabau disebut harta suarang, di daerah Sunda disebut guna 
kaya atau tumpang kaya, di Madura disebut ghuna ghana dan masih terdapat banyak 
penamaan lain dari harta bersama.41 
Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat 
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan 
kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan 
perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri 
maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama 
ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu 
permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga 
apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa 
harta itu harus didaftarkan.42 
Memperhatikan beberapa pendapat dan analisis di atas bahwa harta bersama 
adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut akan 
menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut 
sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu 
                                                  
41  Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 
hal. 169. 
42  Manan, Abdul, Op Cit., hal. 109. 
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diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing-masing suami istri 
yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan.  
Harta bersama merupakan harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh 
selama perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, 
isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang 
diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. 
Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas 
harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat 
persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda 
tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan 
surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, 
apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak 
atas separoh (seperdua) dari harta bersama atau harta gono gini.  
2. Dasar Hukum Harta Bersama 
Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan 
antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat 
atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh 
hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.43 
Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang 
dan peraturan berikut. 
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a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang 
diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh 
sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. 
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat 
dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama 
antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain 
dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, 
tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.” 
c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di 
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam 
perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami-istri. 
Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap 
orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat 
kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila 
terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum 
Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh 
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memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta 
bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.44 
Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok Syafi’iyah maupun para 
ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah 
membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami 
oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak 
ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai 
penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan 
dikuasai sepenuhnya.45 
Dalam kitab-kitab fikih imam mahzab, hanya ditemui pembahasan bahwa 
masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah 
pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. Dasar hukumnya 
adalah Q.S. Al-Nisa’ (4): 32, yang artinya: 
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-
Nisa’:32) 
Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan 
antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan 
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1997, hal. 34. 
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dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan 
sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal 
dan keuntungan. Atau bisa juga disebut join antara suami istri dan telah banyak 
dibahas dalam kitab-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab 
buyu’. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum 
Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak tertentu. 
3. Asal Usul Harta Bersama  
Konsepsi harta bersama dapat diartikan sebagai pengertian yang meliputi 
hal-hal yang parsial (bagian dari keseluruhan), tidak mendasar, aplikatif 
(penerapan), empiris (pengalaman) dan praktis tentang harta bersama. Konsepsi 
harta bersama dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
a. Berdasarkan Hukum Adat 
Menurut hukum Adat mengenai kedudukan harta perkawinan 
dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku 
dan jenis hartanya.46 Mengenai harta bersama dalam perkawinan diantara suami 
dan istri ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dan pada saat 
itu keduanya bekerja untuk kepentingan keluarga.47 
Harta bersama dalam hukum Adat merupakan bagian dari harta 
perkawinan. Apabila dilihat lebih lanjut harta perkawinan adalah harta benda 
yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai hidup mereka sehari-
                                                  
46  Ibid., hal. 127. 
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hari beserta anak-anaknya. Dalam masyarakat adat sering dikenal dengan 
adanya istilah somah atau serumah yang memiliki arti bahwa suami dan istri 
sebagai suatu kesatuan.48 Dengan demikian dapat disebutkan bahwa harta 
perkawinan pada umumnya digunakan untuk keperluan somah (serumah). 
Hukum adat menyebutkan bahwa harta perkawinan itu terdiri dari harta 
bawaan (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragiragi), harta pencarian 
(Minangkabau: harta suarang,49 Jawa: gana-gini, Lampung: massow besesak), 
dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat ditambahkan pula 
dengan harta pemberian (hadiah, hibah dan lain-lain). 
Terdapat juga pendapat lain mengenai harta perkawinan dalam hukum 
Adat menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut: 
1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat 
masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan. 
2) Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri 
sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan. 
3) Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik 
bersama. 
4) Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu 
pernikahan.50 Sehubungan dengan bentuk harta bersama telah dibenarkan 
eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan berbagai yurisprudensi 
tanpa mempersoalkan lingkungan adat seperti pendapat yang dikemukakan 
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oleh Vandijk dan Ter Haar.51 Vandijk menyebutkan segala milik yang 
diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan 
sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta 
syarikat. Ter Haar mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama 
adalah barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. 
Harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang 
diperoleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung termasuk harta 
bersama, selama suami isteri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan 
somah. Pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas dan 
kabur, sehingga seorang istri yang bekerja dirumah saja untuk memelihara anak-
anak dan mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja juga, sehingga  
dalam hal ini semua kekayaan yang in concreto diperoleh suami menjadi harta 
bersama. Hukum In Concreto adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu 
negara yang telah diterapkan oleh Pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi 
dalam masyarakat. Hukum in concreto berlaku terhadap pihak yang berperkara 
saja, termuat dalam putusan pengadilan.52 
Hal ini menekankan suatu kesamaan dalam usaha, sebab meskipun pihak 
isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan 
memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami 
telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi 
kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga 
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mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, apabila dalam mengurus 
rumah tangga sehari-hari, isteri mampu melakukan penghematan yang pantas, 
maka secara langsung isteri juga membantu dalam memelihara dan 
memperbesar harta milik bersama suami isteri.  
Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa 
harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama 
suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah 
memperoleh harta tersebut.  
b. Berdasarkan Agama (Hukum Islam) 
Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, 
hukum mengenal dua jenis harta, yaitu: 
1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjaid harta bersama. 
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi 
yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain.53 
Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan 
kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak 
milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam 
Al-Qur‟an sebagaimana dalam surat An-Nisaa‟ ayat 32: 
Artinya: 
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang 
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa‟: 32). 
Ayat tersebut bersifat umum, tidak ditujukan terhadap suami atau istri. 
Jadi bukan hanya ditujukan kepada suami istri saja, melainkan semua pria dan 
semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka 
hasil usaha mereka tersebut merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai 
serta dapat dipergunakan oleh masing-masing individu.  
Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW) dalam hukum Islam 
tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena 
perkawinan.54 Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai 
sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap 
menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula 
wanita yang bersuami, tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami 
dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat 
melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. 
Meskipun gono-gini tidak diatur secara jelas dalam fiqh Islam, namun 
keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama‟ Indonesia. Hal ini juga 
didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri 
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bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi. Apabila karena sesuatu 
hal suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami 
sesungguhnya mampu, maka si isteri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, 
untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf. Seperti 
penegasan Rasulullah SAW sehubungan dengan laporan Hindun binti Utbah 
isteri Abu Sufyan yang tercantum dalam hadits riwayat Bukhari berikut ini: 
Artinya:  
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Hisam, dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Bapakku dari A‟isyah ra., bahwasanya Hindun binti 
Utbah isteri Abi Sufyan menghadap Rasululullah SAW, mengadu: Wahai 
Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), 
ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku 
mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung 
dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: “Ambil saja hartanya secara 
makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu (HR. al Bukhari).55 
Sejarah umat Islam mengenai harta bersama berdasarkan pendapat Imam 
Syafi‟i menyatakan tidak memperbolehkan bentuk syirkah perkongsian yang 
disamakan dengan harta bersama pasca putusnya perkawinan, karena tidak 
bermodal, dan juga pada dasarnya yang dinamakan syirkah adalah percampuran 
modal.56 Berbeda dengan Abu Hanifah, karena bentuk perkongsian ini sudah 
dijelaskan dalam masyarakat pada umumnya, dan sebagian besar ulama‟ dan 
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juga masyarakat pun menerimanya. Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk 
perkongsian tersebut bukan untuk mengembangkan harta, tapi mencari harta, 
sedangkan mencari harta lebih dianjurkan daripada mengembangkan harta.57 
Harta pencaharian suami istri biasa dikatakan syirkah abdan karena 
kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat 
Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah 
hidup. Harta pencaharian dikatakan syirkah abdan karena anggotanya hanya 
dengan usaha tanpa modal. Dikatakan mufawwadhah artinya tidak terbatas.58 
c. Berdasarkan Hukum Positif 
Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam hukum 
positif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 memberi 
pengertian bahwa harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun  
bersama-sama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta 
bersama. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendirisendiri 
selama masa ikatan perkawinan.  
Lain halnya dengan wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 119 BW): Mulai saat 
perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta 
kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak 
diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tidak boleh 
ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala 
                                                  
57  Tihami, H.M.A, & Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010, hal. 183. 
58  Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta: Visi Media, 
2008, hal. 53. 
 45 
utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang 
persatuan (Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk 
Wetboek). 
Harta bersama didalam KUH Perdata (BW) menurut Undang-undang 
dan pengurusannya diatur dalam Bab VI Pasal 119-136, yang terdiri dari tiga 
bagian, bagian pertama tentang harta bersama menurut (Pasal 119-123) bagian 
kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga 
tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri 
dari padanya (Pasal 126-138).59 
Menurut KUH Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka 
menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh 
tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan dalam perjanjian perkawinan. 
Harta Bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh diadakan atau 
dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri (Pasal 119). Berkenaan 
dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang 
bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami atau isteri itu, baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh 
secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau 
yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120). 
Mengenai yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta 
bersama yaitu harta yang diperoleh masa perkawinan dalam kaitannya dengan 
hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat 
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perantaraan suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri 
dalam kaitannya dengan perkawinan.60 Harta bersama dalam perkawinan 
merupakan perkara perdata, kewenangannya pada Peradilan Agama bagi yang 
beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam. 
4. Ruang Lingkup Harta Bersama  
Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri 
menjadi berkurang atau hilang. Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap 
hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, 
suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh 
suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri 
sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.61 
Menurut Sayuti Thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan 
dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau 
sesudah akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-
masing atau harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka 
sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang 
atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang 
suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu 
harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.62 
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Di samping dengan dua cara di atas, percampuran harta kekayaan suami istri 
dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-
diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami 
istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak 
hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan 
tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.63 
Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 
harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan 
saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi 
harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta 
pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.  
Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara 
menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama 
antara suami istri dalam perkawinan. Baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta 
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta 
bersama.  
Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, 
termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah 
mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan  
Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk 
obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang 
yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama 
suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah 
harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. 
Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta 
bersama. Tidak menjadi soal siapa dianatara suami istri yang membeli. Juga 
tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga 
tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut 
dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi 
obyek harta bersama.64 
Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut 
berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang secara 
murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta 
bersama. Harta seperti itu tetap menjadi miliki pribadi suami atau istri.  
b. Harta yang Dibeli dan Dibangun sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta 
Bersama  
Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta 
bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan 
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barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah 
terjadi perceraian.65 
Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta 
dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang 
simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan 
tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, 
rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun 
jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka 
barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam 
obyek harta bersama.  
c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan  
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta 
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. 
Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus  
dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak 
yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta 
bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya 
berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat 
mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu 
barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan 
keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-
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benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak 
berasal dari uang pribadi.66 
d. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan  
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta 
bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh 
dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, 
namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri 
akan jatuh menjadi obyek harta bersama.67 
Fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta 
pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi 
tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya 
memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh 
menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan 
tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang 
diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya 
rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi 
jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli 
dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang 
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timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta 
pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.68 
e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri  
Segala penghasilan suami atau istri, baik diperoleh dari keuntungan 
melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan pribadi sebagai 
pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang 
mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka 
dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. 
Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, 
sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  
5. Jenis-Jenis Harta Bersama  
Mengenai jenis harta bersama jika memperhatikan asal usul harta yang 
didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber: 
a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik 
diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai 
harta bawaan.  
b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam 
hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, 
ataupun wasiat untuk masing-masing.  
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c. Harta diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha 
mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.69 
Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam 
Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut: 
Pasal 35:  
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh 
masin-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.70  
Pasal 36 :  
(1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah 
pihak;  
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.71 
Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama 
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau istri”. Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:  
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda 
berwujud atau tidak berwujud.  
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(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 
bergerak, dan surat-surat berharga.  
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.  
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas 
persetujuan pihak yang lainnya.72 
Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan 
meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh 
dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa 
hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.73 
Memperhatikan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa yang 
dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai 
nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan 
hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi 
benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat 
berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan 
kewajiban.  
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Jadi, kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
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menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 
Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur 
tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan 
pelaksanaannya dari pada putusannya. 
Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 
hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau 
tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak 
dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.74 
Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, sebagai berikut: 
1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya. 
2. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 
mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum 
yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran yang dilakukan 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
3. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
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4. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang 
mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam 
hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
5. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.75 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan kaidah-
kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan 
antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan 
kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi 
pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan 
kepada kepentingan perseorangan (pribadi).76 
Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat disimpulkan 
pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang 
yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua 
hukum perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai 
kepentigan pribadi seperti dalam pegertian hukum perdata di atas, melainkan karena 
perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai 
sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur 
hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum 
perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai 
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hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. 
Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum 
adat, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hukum Jual Beli Harta Bersama Tanpa Seizin Pihak Lain 
Harta bersama merupakan segala harta benda yang diperoleh suami istri 
selama perkawinan. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 
1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta 
bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, 
harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai 
harta bersama. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, 
disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum 
terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan 
ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama 
perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan 
antara suami isteri” 
Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menjelaskan bahwa selama para pihak suami istri yang terikat dalam perkawinan 
yang sah tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan, maka dalam perkawinan 
tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri yang disebut sebagai harta 
bersama. Segala harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi 
harta bersama. Pengaturan mengenai harta bersama juga dijelaskan dalam dalam 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan 
persetujuan kedua belah pihak. Jadi salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat 
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mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan 
perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka 
seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. 
Harta benda atau dalam hal ini tanah yang dibeli suami setelah perkawinan 
berlangsung digolongkan sebagai harta bersama yang tunduk pada ketentuan 
tersebut di atas. Peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus 
dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memerlukan 
persetujuan istri. Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan istri yang 
dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli. Apabila istri berhalangan 
hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, PPAT akan meminta kepada suami 
yaitu Surat Persetujuan Istri atas penjualan tanah tersebut yang telah dilegalisasi 
oleh Notaris. Artinya, tanda tangan istri dalam surat persetujuan tersebut wajib 
dilakukan di depan Notaris. 
Kasus perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs merupakan kasus perbuatan jual 
beli harta bersama tanpa seizin pihak lain, dalam hal ini gugatan Penggugat yang 
pada pokoknya bermula Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan pada 
hari Senin tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana dijelaskan Kutipan Akta Nikah No. 
232/52/V/2006. Penggugat dan Tergugat I telah bercerai berdasarkan Putusan 
Pengadilan Agama BrebesNomor 3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs tertanggal 26 Oktober 
2017 dan Akta CeraiNomor: 3992/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 15 November 2017. 
Selama perkawinan ini berlangsung menghasilkan harta bersama yang salah satunya 
adalah objek tanah bangunan yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 
01 RW. 10 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes,Kabupaten Brebesyang 
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tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 02833 atas nama Imam Safi’i Bin H. 
Mohamad Drajat (Tergugat I) seluas ± 162 meter persegi (objek perkara). 
Perolehan hak atas objek tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli No. 
468/2008 tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H, 
Surat Ukur 15 Januari 2009 No. 007/Pasar Batang/2009. Setelah perceraian terjadi, 
Tergugat I telah menjual objek perkara yang merupakan harta bersama tersebut 
kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2017 
tertanggal 21 Desember 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan dan seijin Penggugat. 
Tergugat II telah membaliknamakan objek perkara menjadi atas namanya. Maka 
jual beli atas objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II cacat yuridis dan batal 
demi hukum karena dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.  
Untuk mengetahui keabsahan Akta Jual Beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 
Desember 2017, batal demi hukum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah 
sebidang tanah dan bangunan rumah toko 2 lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik 
Nomor: 02833 II seluas ± 162 m² yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 
RT. 01 RW. 10 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 
merupakan harta bersama. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak 
disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal: 
1. Bahwa Pengugat dan Tergugat I telah melangsungan perkawinan pada hari 
Senin tanggal 15 Mei 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta 
Nikah No. 232/52/V/2006. 
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2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian 
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3225/Pdt.G/2017/ 
PA.Bbs tertanggal 26 Oktober 2017 dan Akta Cerai Nomor: 3992/AC/2017/ 
PA.Bbs tertanggal 15 November 2017. 
Berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor: 3992/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 15 
November 2017, bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara 
Nomor: 3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs tertanggal 26 Oktober 2017), dan bukti Akta 
Cerai dari Tergugat I Nomor 3392/AC/2017/PA Bbs tertanggal 15 November 2017 
diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan pada 
hari Senin tanggal 15 Mei 2006 telah putus karena perceraian pada tanggal 26 
Oktober 2017. Berdasarkan fakta tersebut, maka harta-harta yang lahir pada 
tenggang waktu perkawinan masih berlangsung adalah merupakan harta bersama 
Penggugat dan Tergugat I.  
Objek perkara telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 02833 dan dari bukti ini 
diketahui objek perkara tercatat atas nama Tergugat I dengan bukti kepemilikan 
awal (alas hak) Akta Jual Beli tanggal 17-06-2008 No. 46/2008 yang dibuat 
dihadapan Yusuf Andaryanti, S.H., selaku PPAT. Mengingat jawaban Tergugat I 
mendalilkan bahwa objek perkara adalah pemberian orang tua Tergugat I yang 
bernama H. Mohamad Sudrajat, namun dalil ini tidak didukung dengan bukti surat 
sebagai landasan formil untuk menguatkan dalilnya tersebut. Jadi menurut penulis 
perolehan hak atas objek perkara terjadi pada tahun 2008 dan perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 2006, maka objek 
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perkara dinilai sebagai bagian dari harta bersama yang lahir pada masa perkawinan 
Penggugat dan Tergugat I.  
Harta bersama menyangkut harta benda tak bergerak seperti tanah, maka 
sudah menjadi kewajiban bagi pejabat PPAT yang diberi wewenang untuk 
melegalkan transaksi terkait tanah untuk meneliti kedudukan dan kewenangan 
bertindak pihak penjual. PPAT sebagai pejabat yang “meresmikan” perbuatan 
hukum tersebut harus cermat karena konsekuensi dari ketidakberwenangan para 
pihak berakibat fatal. Tindakan mengalihkan atau memindahtangankan harta 
bersama tanpa melibatkan pasangannya tentu tidak sah. Dalam hal ini, PPAT wajib 
menolak pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kalau para pihaknya tidak lengkap atau 
tidak berwenang. Dalam membuat akta-akta terkait dengan tanah, PPAT tidak 
hanya berperan sebagai pejabat yang mensahkan transaksi akta tersebut, melainkan 
juga sebagai pelaksana pendaftaran tanah karena PPAT ikut menjalankan sebagian 
kecil kewenangan pemerintah (Penjelasan Pasal 39 PP24). Oleh sebab itu, PPAT 
wajib meneliti kewenangan bertindak para pihak, apakah dapat melakukan 
perbuatan hukum tersebut atau tidak. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, oleh karena tanah dan 
bangunan dalam hal ini objek sengketa merupakan harta bersama sehingga baik istri 
maupun suami dalam tindakan hukumnya mengenai harta bersama tersebut haruslah 
dilakukan secara bersama karena memiliki hak yang seimbang, yang mana terhadap 
tanah dalam perkara ini telah dilakukan jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat 
II tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I dalam proses 
peralihan hak tanah dalam perkara ini haruslah mendapatkan persetujuan dari 
Penggugat, akibat telah terjadinya jual beli sesuai Akta Jual beli No. 982/2017 
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tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat Tergugat III telah pula dilakukan balik nama 
dalam sertifikat Hak Milik No. 02833 dari atas nama Tergugat I kepada Tergugat II 
melalui Tergugat IV. 
Oleh karena proses jual beli tanah pekarangan seluas 162 m² yang diatasnya 
telah terdapat bangunan rumah toko 2 lantai terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 
50 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 
antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan harta bersama dimana masih 
terdapat hak Penggugat. Oleh karena jual beli tersebut tanpa persetujuan dari 
Penggugat sehingga jual beli sesuai Akta Jual Beli No. 982/2017 tanggal 21 
Desember 2017 dan telah pula dilakukan balik nama dalam Sertifikat Hak milik No. 
02833 atas nama Tergugat I melalui Tergugat IV adalah tidak memiliki kekuatan 
hukum. 
Berdasarkan analisis penulis pada kasus perkara nomor 6/Pdt.G/2018/ 
PN.Bbs, hakim memutuskan bahwa tanah dan bangunan dalam hal ini disebut objek 
sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergutat I, karena harta-
harta yang lahir pada tenggang waktu perkawinan masih berlangsung adalah 
merupakan harta bersama. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hak atas objek 
perkara terjadi pada tahun 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I 
telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 2006, maka objek perkara dinilai sebagai bagian 
dari harta bersama yang lahir pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I dan 
diperkuat dengan Objek perkara didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 02833 dan dari bukti ini 
diketahui objek perkara tercatat atas nama Tergugat I dengan bukti kepemilikan 
awal (alas hak) Akta Jual Beli tanggal 17-06-2008 No. 46/2008 yang dibuat 
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dihadapan Yusuf Andaryanti, S.H., selaku PPAT, sehingga dapat dikatakan bahwa 
objek perkara tersebut merupakan akibat dari jual beli mada masa perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat I dan bukan merupakan hadiah atau pemberian dari orang 
tua Tergugat I.  
B. Akibat Hukum Jual Beli Harta Bersama Tanpa Seizin Pihak Lain Pada 
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs 
Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang 
dimiliki seseorang. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh 
selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang 
didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Tentang 
harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. 
Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi 
harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh 
secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan 
berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan 
apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau 
suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus 
didaftarkan.77 
Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian 
mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, 
kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari 
                                                  
77  Manan, Abdul, Op Cit., hal. 109. 
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masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. Pada 
kasus ini Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang oleh Tergugat I telah 
dijual kepada Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III berdasarkan Akta 
Jual Beli No. 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017 tanpa seijin dan 
sepengetahuan dan seijin Penggugat. Dengan demikian Tergugat II melakukan 
perbuatan hukum membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833 menjadi 
atas nama Tergugat II kepada Tergugat IV dan terhadap obyek sengketa sekarang 
dikuasai oleh Tergugat II.  
Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 
harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan 
saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi 
harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta 
pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama. 
Pada kasus perkara nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Bbs, perolehan hak atas objek 
perkara terjadi pada tahun 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I 
telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 2006, maka objek perkara dinilai sebagai bagian 
dari harta bersama yang lahir pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I dan 
diperkuat dengan objek perkara didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 02833 dan dari bukti ini 
diketahui objek perkara tercatat atas nama Tergugat I dengan bukti kepemilikan 
awal (alas hak) Akta Jual Beli tanggal 17-06-2008 No. 46/2008 yang dibuat 
dihadapan Yusuf Andaryanti, S.H., selaku PPAT, sehingga dapat dikatakan bahwa 
objek perkara tersebut merupakan akibat dari jual beli mada masa perkawinan antara 
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Penggugat dan Tergugat I dan bukan merupakan hadiah atau pemberian dari orang 
tua Tergugat I. 
Tindakan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 
II dihadapan Tergugat III, dan dilakukan proses balik nama atas obyek sengketa 
oleh Tergugat IV, sedangkan diketahuinya tanah tersebut masih merupakan harta 
bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, jelas merupakan suatu 
tindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (Te Kwade Trouw) dan jelas merupakan 
perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat, 
sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan 
perbuatan melawan hokum (Onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat. 
Untuk membuktikan apakah Tergugat II dapat dikelompokkan sebagai 
pembeli beritikad baik dalam hal jual beli atas objek perkara, maka berdasarkan 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengatur kriteria pembeli 
yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) 
KHUPerdata adalah sebagai berikut:  
1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan 
dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-
undangan yaitu:  
a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;  
b. Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;  
c. Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang 
dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:  
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1) Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala 
Desa/Lurah setempat).  
2) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan 
berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual 
beli adalah milik penjual.  
3) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.  
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah 
yang diperjanjikan antara lain:  
a. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi 
objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; 
b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;  
c. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak 
tanggungan, atau;  
d. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN 
dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang 
sertifikat. 
Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan hal berlakunya 
UUPA yang merubah pengertian jual beli tanah yaitu bukan perjanjian sebagaimana 
dimaksud Pasal 1457 Jo Pasal 1458 KUH Perdata (jual beli diangap terlaksana sejak 
diperjanjikan). Jual beli tanah memiliki pengertian yaitu di mana pihak penjual 
menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak 
atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat rill, 
tunai, dan terang. Rill artinya kehendak diikuti dengan perbuatan nyata yaitu 
pembayaran dan pembuatan perjanjian. Tunai artinya penyerahan kewajiban oleh 
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pembeli, menyebabkan peralihan hak atas objek tanah seketika terjadi tanpa 
memerlukan penyerahan (levering) secara nyata. Terang artinya jual beli tersebut 
dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. 
Mencermati ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta mengenai 
peralihan hak atas objek perkara yaitu bukti Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 44, 
diketahui bahwa pembelian objek perkara dilakukan Tergugat II dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (Tergugat III) dan bukti foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 
02833 diketahui pula bahwa Tergugat II membeli tanah objek perkara dari orang 
yang berhak yaitu Tergugat I dimana pada saat jual beli tersebut terjadi objek 
perkara terdaftar atas nama Tergugat I. 
Kemudian dihubungkan dengan nilai jual objek perkara senilai 
Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), maka dapat diketahui 
bahwa harga pembelian atas objek perkara adalah nilai yang layak dan prestasi 
tersebut telah dipenuhi pula oleh Tergugat II sebagaimana dijelaskan bukti 
Kwitansi, sejumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), Kwitansi 
sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Kwitansi sejumlah 
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 
Meskipun kualifikasi pembeli yang beritikat baik telah diuraikan dalam 
SEMA Nomor 4 Tahun 2016, namun sudah semestinya disadari oleh Tergugat II 
bahwa dalam proses jual beli yang dilakukan dengan Tergugat I merupakan harta 
bersama maka tetaplah harus mendasar pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian 
tindakan Tergugat II dalam proses jual beli tanah in casu adalah merupakan 
kualifikasi pembeli yang tidak teliti dan dikategorikan sebagai pembeli yang tidak 
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baik, akan tetapi oleh karena Tergugat II sebagai pembeli telah melalui prosedur 
yang benar di hadapan PPAT serta pembeliannya sesuai dengan atas nama pemilik 
hak, maka sudah seyogyanya hak-hak Tergugat II haruslah dilindungi oleh Hukum. 
Penggugat memohon Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan sangat merugikan Penggugat dalam 
petiumnya. Perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada Pasal 1365 KUH 
Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudPasal 1365 
KUH Perdata adalah sebagai berikut:  
1. Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban 
hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau 
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku 
dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain) 
2. Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut; 
3. Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dankerugian; 
Perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang didalilkan sebagai perbuatan 
melawan hukum dipertimbangkan secara terpisah sebagai berikut: Penggugat 
mendalilkan perbuatan Tergugat I menjual objek perkara tanpa sepengetahuan 
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena telah 
dipertimbangkan bahwa objek perkara adalah bagian dari harta bersama Penggugat 
dan Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I menjual objek perkara tanpa 
pengetahuan Penggugat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif 
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orang lain (Penggugat) dan dengan demikian Tergugat I dinyatakan melakukan 
perbuatan melawan hukum.  
Sesuai Butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 
menyatakan perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik 
sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek 
jual beli tanah), maka perbuatan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melakukan 
perbuatan melawan hukum, karena hak Tergugat II tetaplah harus dilindungi oleh 
Hukum. Sedangkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena oleh 
Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah kurang teliti dan kurang hati-
hati dalam membuat akta peralihan hak atas objek perkara, kurang teliti dan kurang 
hati-hatinya Tergugat III jelas telah merugikan Penggugat karena untuk 
memperoleh prestasinya atas objek perkara harus menempuh prosedur-prosedur 
hukum yang tidak dapat dipungkiri membutuhkan waktu yang cukup lama, 
berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat III 
melakukan perbuatan melawan hukum. 
Selanjutnya oleh karena Tergugat IV dalam membaliknamakan bukti T.II.6 
didasarkan kepada bukti T.II.5 yang diterbitkan Tergugat III dan tidak ada 
kewajiban dari Tergugat IV untuk meneliti kurang atau tidak pihak dalam suatu 
peralihan hak atas tanah, maka perbuatan Tergugat VI bukan merupakan suatu 
perbuatan melawan hukum. 
Dijualnya objek perkara kepada Tergugat II pada dasarnya tidak menghapus 
hak Penggugat untuk memperoleh manfaat atas objek perkara. Perolehan manfaat 
atas objek perkara ini dapat diperoleh dengan mendapat bagian atas hasil penjualan 
objek perkara. Terhadap bagian yang dapat diperoleh Penggugat atas penjualan 
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objek perkara tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena mengenai 
sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I merupakan kewenangan 
Pengadilan Agamadan perhitungan atas bagian masing-masing pihak harus 
diperhitungkan menurut ketentuan hukum Islam. 
Dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 Desember 
2017 cacat hukum dan batal hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas 
nama Tergugat II dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum. Oleh telah dipertimbangkan diatas tanah pada perkara ini merupakan harta 
bersama sehingga baik istri maupun suami dalam tindakan hukumnya mengenai 
harta bersama tersebut haruslah dilakukan secara bersama karena memiliki hak yang 
seimbang, yang mana terhadap tanah pada perkara ini telah dilakukan jual beli oleh 
Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tindakan 
Tergugat I dalam proses peralihan hak tanah pada perkara ini haruslah mendapatkan 
persetujuan dari Penggugat, disamping itu selain telah terjadinya jual beli sesuai 
Akta Jual beli No. 982/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat Tergugat III 
telah pula dilakukan balik nama dalam sertifikat Hak Milik No. 02833 dari atas 
nama Tergugat I kepada Tergugat II melalui Tergugat IV. 
Dengan demikian proses jual beli tanah pekarangan seluas 162 m² yang 
diatasnya telah terdapat bangunan rumah toko 2 lantai terletak di Jalan Prof. Moh. 
Yamin No. 50 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten 
Brebes antara Tergugat I dengan Tergugat II yang merupakan harta bersama dimana 
masih terdapat hak Penggugat, dimana jual beli tersebut tanpa persetujuan dari 
Penggugat sehingga jual beli sesuai Akta Jual Beli No. 982/2017 tanggal 21 
Desember 2017 dan telah pula dilakukan balik nama dalam Sertifikat Hak milik No. 
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02833 atas nama Tergugat I melalui Tergugat IV adalah tidak memiliki kekuatan 
hukum. 
Berdasarkan analisi penulis disimpulkan bahwa akibat hukum jual beli harta 
bersama tanpa seizin pihak lain pada kasus perkara nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Bbs, 
antara lain: 
a. Tergugat I (penjual) dan Tergugat III (Notaris/PPAT) telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dan sangat merugikan 
Penggugat. 
b. Hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah toko 2 lantai berdasarkan 
Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833 II seluas ± 162 m² yang terletak di Jalan 
Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 01 RW. 10 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan 
Brebes Kabupaten Brebes adalah sah harta bersama milik Penggugat dan 
Tergugat I yang harus dibagi Penggugat dan Tergugat I. 
c. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual dan pembeli yang 
beritikad tidak baik, maka Akta Jual Beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 
Desember 2017, batal demi hukum. 
d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat II seluas ± 162 m² yang 
terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT.01 RW.10 Kelurahan Pasar 
Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan atau semua produk yang timbul bersumber dari dasar jual beli yang 
tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
1. Hukum jual beli harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka salah satu pihak baik suami atau 
istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk 
melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut, karena 
kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Dengan 
demikian jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain adalah tidak sah atau 
batal demi hukum.  
2. Akibat hukum jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain pada putusan 
nomor 6/Pdt.G/2018/PN/Bbs, yaitu perbuatan sebagai penjual dan notaris/PPAT 
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah kurang teliti dan kurang hati-hati 
dalam membuat akta peralihan hak atas objek perkara merupakan perbuatan 
melawan hukum sehingga akta jual beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 
Desember 2017, batal demi hukum. Akibat lebih lanjut dari jual beli tersebut 
Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat II seluas ± 162 m² yang 
terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT.01 RW.10 Kelurahan Pasar 
Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan atau semua produk yang timbul bersumber dari dasar jual beli yang 
tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
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B. Saran 
1. Bagi Para pihak dalam membuat akta Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris 
hendaknya harus benar-benar memahami asal usul harta yang diperjualbelikan 
dan melihatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi 
perselisihan atau sengketa atas terjadinya proses jual beli tersebut.  
2. Notaris hendaknya benar-benar teliti dan hati-hati dalam membuat akta 
peralihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama. Notaris atau PPAT 
wajib menolak pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kalau para pihaknya tidak 
lengkap atau tidak berwenang. Dalam membuat akta-akta terkait dengan tanah, 
PPAT tidak hanya berperan sebagai pejabat yang mensahkan transaksi akta 
tersebut, melainkan juga sebagai pelaksana pendaftaran tanah karena PPAT ikut 
menjalankan sebagian kecil kewenangan pemerintah wajib meneliti 
kewenangan bertindak para pihak, apakah dapat melakukan perbuatan hukum 
tersebut atau tidak. 
3. Notaris wajib menjelaskan secara terperinci mengenai akibat hukum dari 
penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli kepada para pihak karena 
setiap upaya melakukan perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak akan 
menerbitkan akta jual beli yang tidak sah atau batal demi hukum dan semua 
produk yang timbul bersumber dari dasar jual beli yang tidak sah tersebut 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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